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ABSTRAK 

STRATEGI  PEMUNGUTAN PAJAK BARANG JASA PERHOTELAN 

SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun  

2020-2024) 

 

 

Oleh 

 

DESMYRANDA ELISABET SIHOTANG 

Jumlah hotel mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024 tetapi tidak dengan 

penerimaan realisasi pajak hotel yang diterima oleh Bapenda Kota Bandar 

Lampung. Pada tahun 2020-2021 penerimaan PBJT jasa perhotelan belum 

mencapai target, tetapi pada tahun 2022-2024 melampaui dari target yang sudah 

ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Bapenda 

dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis penelitian 

didasarkan pada teori manajemen strategik menurut Suardika (2018) yang meliputi 

3 indikator utama yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan  

pengendalian strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda sudah 

melakukan strategi pemungutan pajak hotel sesuai dengan indikator formulasi yaitu 

penysusunan visi-misi tujuan, analisis lingkungan dan kebijakan organisasi. 

Indikator implementasi yaitu pengorganisasian sumber daya dan pemanfaatan 

teknologi. Indikator evaluasi yaitu pengukuran kinerja, identifikasi kendala, dan 

penyesuaian strategi. Peningkatan penerimaan pada periode 2022–2024 didorong 

oleh penerapan strategi Bapenda dalam  pemungutan pajak yang lebih terencana 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pemanfaatan teknologi, serta 

penguatan pengawasan dan pelayanan. Teknologi yang digunakan adalah tapping 

box. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Bapenda dalam  pemungutan 

PBJT jasa perhotelan yang adaptif dan berlandaskan prinsip good governance 

mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan mendukung optimalisasi 

PAD Kota Bandar Lampung.  

 

Kata kunci: Strategi, Pajak, Hotel 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

HOTEL GOODS AND SERVICES TAX COLLECTION STRATEGY AS A 

SOURCE OF LOCALLY GENERATED REVENUE 

 (Study At The Bandar Lampung City Regional Revenue Agency, 2020-2024) 

 

By 

 

DESMYRANDA ELISABET SIHOTANG 

The number of hotels has increased from 2020 to 2024, but this has not been 

reflected in the hotel tax revenue received by the Regional Revenue Agency 

(Bapenda) of Bandar Lampung City. In 2020-2021, hotel service PBJT revenue did 

not reach the target, but in 2022-2024 it exceeded the set target. This study aims to 

determine Bapenda's strategy in collecting PBJT from hotel services as a source of 

Regional Original Income. The research method used is descriptive qualitative. The 

research analysis is based on strategic management theory according to Suardika 

(2018), which includes three main indicators: strategy formulation, strategy 

implementation, and strategy evaluation and control. The results show that 

Bapenda has implemented a hotel tax collection strategy in accordance with the 

formulation indicators, namely the preparation of vision-mission objectives, 

environmental analysis, and organizational policies. Implementation indicators 

include resource organization and technology utilization. Evaluation indicators 

include performance measurement, identification of obstacles, and strategy 

adjustments. The increase in revenue in the 2022–2024 period was driven by the 

implementation of a more planned tax collection strategy by the Regional Revenue 

Agency (Bapenda) through tax intensification and extensification, technology 

utilization, and strengthened oversight and service delivery. The technology used 

was a tapping box. This study concludes that Bapenda's adaptive strategy for 

collecting PBJT for hotel services, based on good governance principles, can 

increase the effectiveness of tax collection and support the optimization of Bandar 

Lampung City's regional revenue (PAD). 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pajak daerah sangat penting untuk membiayai pembangunan dan operasi 

pemerintahan baik di tingkat nasional maupun global (Mardiasmo, 2021). 

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak hotel dan restoran (Sari, 

& Rahman, 2022). Dengan memperkuat pajak lokal, negara-negara di seluruh 

dunia, termasuk Indonesia, mendorong kemandirian fiskal, memberikan daerah 

kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara 

lebih efisien (Prasetyo, 2023). Ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi 

ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang seringkali tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah (Bahl, 2008). 

 

Setelah reformasi, arti otonomi daerah berubah secara signifikan. Sekarang 

lebih jelas bahwa daerah memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya dan 

pembangunan. Otonomi daerah memberi pemerintah daerah kesempatan untuk 

membuat kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Ini diharapkan dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya (Mardiasmo, 

2021). Dalam hal ini, indikator utama keberhasilan otonomi daerah adalah 

kemandirian fiskal, yang ditunjukkan oleh bagian PAD terhadap total 

pendapatan daerah. Dengan peningkatan kontribusi PAD, daerah dapat 

membiayai program pembangunan tanpa bergantung pada bantuan pemerintah 

pusat (Yusuf, 2020). 

 

Otonomi daerah yang baik menunjukkan pemerintahan yang kuat dan berdaya 

saing. United Nations Development Programme (UNDP 1997) menyatakan 

bahwa PAD yang dikelola dengan baik dapat membantu pemerintah daerah 
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memberikan layanan publik yang baik dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, meningkatkan PAD 

dan meningkatkan pajak lokal merupakan langkah strategis untuk membangun 

pemerintahan yang responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan 

sosial dan ekonomi (Yusuf, 2020). 

 

Pajak daerah adalah inti dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan 

komponen utama dari struktur PAD (Bapenda, 2025). Pajak daerah tidak hanya 

memberikan kontribusi finansial yang signifikan kepada pemerintah daerah, 

tetapi juga menunjukkan potensi ekonomi dan daya saing daerah. Dengan 

adanya pajak daerah, pemerintah daerah memiliki sumber daya yang lebih besar 

untuk membiayai program-program Pembangunan. 

 

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak 

daerah yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu oleh 

konsumen akhir yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. PBJT 

merupakan bentuk penyederhanaan dari beberapa jenis pajak konsumsi daerah 

yang sebelumnya diatur secara terpisah seperti pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, dan pajak parkir. Penyederhanaan ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang bertujuan memperkuat 

kemandirian fiskal daerah serta menyederhanakan sistem perpajakan daerah 

agar lebih efisien dan efektif (Choirunnisa & Karmilah, 2022). Oleh karena itu, 

penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha 

perhotelan sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi pajak yang ada 

(Wahyudi, 2023).  

 

Secara konseptual, PBJT adalah pajak atas kegiatan konsumsi barang atau jasa 

yang memiliki karakteristik tertentu, seperti bersifat mewah, tidak terlalu 

esensial, dan berpotensi memberikan dampak ekonomi signifikan di daerah. 

Pajak ini dikenakan kepada konsumen akhir, namun dalam praktiknya dipungut 

oleh penyedia barang atau jasa (pelaku usaha) untuk kemudian disetorkan 
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kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, PBJT menjadi salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis karena langsung berhubungan 

dengan aktivitas ekonomi masyarakat (Harefa & Ahmad, 2023). 

 

Penerapan PBJT didesain agar administrasi pemungutannya lebih terintegrasi 

dan meminimalkan potensi kebocoran pajak. Sebelum adanya UU HKPD, 

pajak konsumsi daerah sering kali mengalami tumpang tindih regulasi antara 

pemerintah pusat dan daerah. Melalui PBJT, berbagai jenis pajak konsumsi 

daerah disatukan dalam satu nomenklatur untuk meningkatkan transparansi 

dan efektivitas pemungutan. Selain itu, penyatuan ini juga mempermudah 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena mekanisme 

pelaporan dan pembayaran menjadi lebih sederhana (Damayanti & 

Muthaher, 2020). 

 

Jenis-jenis PBJT meliputi beberapa objek utama, yaitu: (1) jasa perhotelan, (2) 

jasa makanan dan/atau minuman (restoran/katering), (3) jasa kesenian dan 

hiburan, (4) jasa parkir, dan (5) penerangan jalan/tenaga listrik yang dalam 

beberapa daerah juga dimasukkan dalam kategori PBJT. Di antara jenis-jenis 

tersebut, PBJT atas jasa perhotelan menjadi salah satu yang paling potensial 

dalam meningkatkan PAD karena kontribusinya erat dengan sektor pariwisata 

dan pertumbuhan ekonomi lokal (Astuti, 2022). 

 

Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan 5 jenis PBJT terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dari yang tertinggi sampai yang terendah pada tahun 

2020-2024: 

 

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan 5 Jenis PBJT terhadap PAD 

tahun 2020 

No Jenis PBJT Target Realisasi Persentase 

1. Pajak Reklame 31,000,000,000.00 25,725,114,010.00 82.98% 

2. Pajak Restoran 100,000,000,000.00 62,729,747,887.60 62.73% 

3. Pajak Parkir 10,569,360,000.00 6,483,437,789.00 61.34% 

4. Pajak Hotel 42,000,000,000.00 21,964,050,000.00 52.30% 

5. Pajak Hiburan 40,000,000,000.00 10,959,000,505.00 27.40% 

Sumber: SIAPAD Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Bandar Lampung 
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Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan 5 Jenis PBJT terhadap PAD 

tahun 2021 

No Jenis PBJT Target Realisasi Persentase 

1. Pajak Reklame 31,000,000,000.00 27,233,375,813.00 87.85% 

2. Pajak Restoran 100,000,000,000.00 73,599,511,121.00 73.60% 

3. Pajak Parkir 12,000,000,000.00 7,346,954,273.00 61.22% 

4. Pajak Hotel 42,000,000,000.00 25,704,864,748.00 61.20% 

5. Pajak Hiburan 40,000,000,000.00 8,434,467,204.00 21.09% 

Sumber: SIAPAD Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Bandar 

Lampung 

 

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan 5 Jenis PBJT terhadap PAD 

tahun 2022 

No Jenis PBJT Target Realisasi Persentase 

1. Pajak Reklame 31,000,000,000.00 28,888,722,160.86 93.19% 

2. Pajak Restoran 95,000,000,000.00 101,352,212,240.00 106.69% 

3. Pajak Parkir 7,495,262,269.00 8,424,054,160.00 112.39% 

4. Pajak Hotel 32,000,000,000.00 36,235,905,687.00 113.24% 

5. Pajak Hiburan 17,000,000,000.00 20,344,872,277.00 119.68% 

Sumber: SIAPAD Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Bandar 

Lampung 

 

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan 5 Jenis PBJT terhadap PAD 

tahun 2023 

No Jenis PBJT Target Realisasi Persentase 

1. Pajak Reklame 29,000,000,000.00 30,600,868,066.00 105.52% 

2. Pajak Restoran 116,000,000,000.00 116,440,711,478.00 100.38% 

3. Pajak Parkir 8,945,262,269.00 10,189,066,660.00 113.90% 

4. Pajak Hotel 39,000,000,000.00 40,645,689,522.00 104.22% 

5. Pajak Hiburan 24,000,000,000.00 24,640,500,573.00 102.67% 

Sumber: SIAPAD Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Bandar 

Lampung 

 

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan 5 Jenis PBJT terhadap PAD 

tahun 2024 

No Jenis PBJT Target Realisasi Persentase 

1. Pajak Reklame 30,000,000,000.00 31,509,004,033.00 105.03% 

2. Pajak Restoran 122,500,000,000.00 123,080,330,800.00 100.47% 

3. Pajak Parkir 6,314,029,520.00 5,953,344,885.00 94.29% 

4. Pajak Hotel 44,500,000,000.00 49,506,648,574.00 111.25% 

5. Pajak Hiburan 20,000,000,000.00 18,934,320,903.40 94.67% 

Sumber: SIAPAD Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Bandar 

Lampung 

 

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan 5 jenis PBJT terhadap PAD 

pada tahun 2020-2024 oleh Bapenda Kota Bandar Lampung di atas dapat 

disimpulkan bahwa menunjukkan peningkatan yang positif setiap tahunnya, 

dengan capaian realisasi yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Pajak 

reklame, restoran, parkir, dan hotel secara umum mampu mencapai bahkan 
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melampaui target penerimaan, terutama pada tahun 2022 hingga 2024. Pajak 

reklame dan restoran mencatat tingkat realisasi di atas 100 persen pada tahun-

tahun terakhir, menunjukkan kontribusi yang kuat terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Pajak hotel juga menunjukkan perkembangan signifikan, di 

mana capaian realisasi terus meningkat hingga mencapai lebih dari 111 persen 

pada tahun 2024, sedangkan pajak parkir tetap stabil dengan tingkat realisasi 

mendekati target setiap tahunnya. 

 

Berikut adalah tabel total penerimaan 5 jenis PBJT terhadap PAD pada tahun 

2020-2024: 

 

Tabel 6. Total Penerimaan PBJT terhadap PAD Tahun 2020-2024 

No Jenis PBJT Total (%) 

1. Pajak Reklame 474.57% 

2. Pajak Restoran 443.87% 

3. Pajak Parkir 443.14% 

4. Pajak Hotel 442.21% 

5. Pajak Hiburan 365.51% 

Sumber: Data Diolah Peneliti 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pajak hotel merupakan pajak terendah kedua 

dalam kontribusi terhadap PAD. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 

merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting, terutama 

dalam konteks jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung. Jasa perhotelan, 

sebagai sektor yang terus berkembang, menawarkan potensi besar untuk 

meningkatkan basis pajak daerah. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan 

yang berkunjung, pendapatan dari pajak perhotelan dapat memberikan 

kontribusi signifikan terhadap kas daerah. Strategi Bapenda dalam pemungutan 

PBJT di sektor ini menjadi krusial, mengingat perhotelan tidak hanya berfungsi 

sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang 

melibatkan berbagai layanan tambahan (Prasetyo, 2023). 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2024 Pasal 

27 ayat (1) dan (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertulis bahwa 

tarif PBJT ditetapkan sebesar 10%, tetapi khusus tarif PBJT atas jasa hiburan 
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pada diskotik, karoke, club malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 

50%. Penelitian ini berfokus pada pajak hotel, meskipun bukan merupakan 

pajak dengan penerimaan terendah, karena pajak hotel termasuk dalam 

kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang memiliki tarif pajak 

sebesar 10%, sama halnya dengan pajak restoran, reklame, dan parkir. Fokus 

pada pajak dengan tarif 10% ini bertujuan agar penelitian memiliki batasan 

yang jelas dan dapat menganalisis efektivitas strategi pemungutan pajak dalam 

kelompok tarif yang seragam. Dengan demikian, penelitian ini tidak 

membandingkan antara tarif yang berbeda secara ekstrem, seperti pajak 

hiburan yang memiliki tarif 50%, melainkan menelaah kinerja pemungutan 

pajak dalam kategori yang memiliki struktur tarif yang sama sehingga analisis 

menjadi lebih objektif dan terarah. 

 

Kebijakan dan instrumen pemungutan PBJT Jasa Perhotelan diatur dalam 

Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota (Perwali) 

No. 6 Tahun 2024, yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak ini. Perda 

tersebut menetapkan tarif pajak sebesar 10% dari pendapatan bruto hotel, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor perhotelan terhadap PAD. 

Mekanisme pelaporan pajak diatur dalam perwali, yang mewajibkan setiap 

pengelola hotel untuk melaporkan pendapatan dan membayar pajak secara 

berkala, sehingga memudahkan pengawasan dan memastikan kepatuhan. 

 

Konsep multiplier effect menunjukkan bahwa industri perhotelan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi daerah. Setiap uang yang 

dihabiskan oleh wisatawan di hotel akan berdampak pada industri lain, seperti 

restoran, transportasi, dan kreatif. Selain itu, sektor perhotelan berkontribusi 

pada penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, yang membantu 

mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat (Sari & Rahman, 2022). Karena sektor perhotelan dapat membiayai 

berbagai program pembangunan lokal melalui pajak yang diterimanya, 

kontribusi sektor ini terhadap pajak daerah sangat signifikan. 
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Kota Bandar Lampung memiliki potensi yang signifikan sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, dengan karakteristik yang 

mendukung perkembangan sektor jasa, khususnya perhotelan. Posisi strategis 

Bandar Lampung sebagai gerbang utama menuju pulau Sumatera dan 

aksesibilitas yang baik melalui transportasi darat dan laut menjadikannya 

sebagai lokasi yang menarik bagi wisatawan dan pelaku usaha. Pertumbuhan 

sektor perhotelan di kota ini menunjukkan tren yang positif, dengan jumlah 

hotel yang terus meningkat pada 5 tahun terakhir. Berikut adalah tabel yang 

menunjukkan tren peningkatan sektor hotel di Bandar Lampung dari tahun 2020 

hingga 2024 yang disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Laporan Data Jumlah Hotel Kota Bandar Lampung, 2020-2024 

Tahun Jumlah Hotel 

2020 118 

2021 133 

2022 158 

2023 175 

2024 186 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung. 

 

Tabel di atas menggambarkan pertumbuhan jumlah hotel di Bandar Lampung, 

yang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. 

Seharusnya seiring terjadinya peningkatan sektor hotel di Kota Bandar 

Lampung, kontribusinya terhadap pendapatan daerah yang dapat dimaknai 

peluang strategis yang dapat dikelola secara optimal. Jumlah hotel yang terus 

bertambah dari 118 unit pada tahun 2020 hingga 186 unit pada tahun 2024 

(BPS, 2024) menunjukkan adanya perkembangan yang potensial. Namun pada 

realitasnya berdasarkan potensi yang ada, tren peningkatan jumlah hotel 

tersebut tidak sejalan dengan capaian target realisasi PBJT jasa perhotelan 

terhadap PAD. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan target 

dan realisasi PBJT jasa perhotelan Lampung dari tahun 2020 hingga 2024.  
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Tabel 8. Laporan Target dan Realisasi Bapenda Kota Bandar Lampung dari 

2020-2024 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2020 42.000.000.000 21.964.050.000 52,30% 

2021 42.000.000.000 25.704.864.784 61,20% 

2022 32.000.000.000 36.235.905.687 113,24% 

2023 39.000.000.000 40.645.689.522 104,22% 

2024 44.500.000.000 49.506.648.574 111,25% 

Sumber: Laporan Target dan RealisasiPenerimaan PBJT Jasa Perhotelan Terhadap 

PAD Oleh Bapenda Kota Bandar Lampung, 2024. 

 

Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan PBJT jasa perhotelan pada tabel 

diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020-2021 capaian realisasi tidak 

tercapai, sedangkan pada tahun 2022-2024 melampaui dari target. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya indikasi strategi yang dilakukan oleh Bapenda 

pada 3 tahun terakhir dalam mencapai target realisasi penerimaan PBJT jasa 

perhotelan. Seharusnya peningkatan realisaasi penerimaan PBJT yang 

melebihi target pada periode 2022-2024 dapat dijelaskan melalui strategi yang 

jelas dan terdokumentasi dari pemerintah daerah, khususnya Bapenda. 

Pengetahuan mengenai strategi ini penting sebagai rujukan kebijakan fiskal 

lokal serta model praktik baik bagi daerah lain dalam optimalisasi PAD, (Sari 

dan Rahman, 2022).  

 

Faktanya, meskipun realisasi PBJT jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung 

meningkat signifikan, dari hanya 52,30% dan 61,20% dari target pada tahun 

2020-2021 menjadi 113,24%, 104,22%, dan 111,25% pada 2022 hingga 2024, 

(Bapenda Kota Bandar Lampung, 2024) belum banyak kajian ilmiah yang 

menelaah secara sistematis bagaimana strategi pemungutan ini dirancang, 

dijalankan, serta diukur keberhasilannya. Padahal kondisi ini menyimpan 

pembelajaran penting, terutama dalam konteks penerapan prinsip Good 

Governance dan optimalisasi pajak berbasis jasa. 

 

Dalam upaya memahami strategi pemungutan pajak jasa perhotelan sebagai 

sumber PAD, penulis melakukan kajian terhadap lima jurnal yang relevan. 

Jurnal-jurnal ini memberikan wawasan yang berharga mengenai pemungutan 

pajak di sektor jasa, meskipun dengan fokus yang berbeda. Pertama penelitian 
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yang dilakukan oleh Jihan Luthviansha, Herlin (2025) dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan fokus utama pada pemungutan pajak 

barang dan jasa tertentu (PBJT) khususnya pada sektor usaha jasa makanan dan 

minuman. Penelitian tersebut berlandaskan teori pajak daerah dan pengelolaan 

pendapatan asli daerah, serta mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Solok.  

 

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan juga sama-sama menyoroti 

pemungutan PBJT sebagai sumber pendapatan asli daerah dan menggunakan 

pendekatan kualitatif, namun perbedaannya terletak pada fokus dan objek 

penelitian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada strategi Bapenda dalam 

pemungutan PBJT jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, 

persamaannya terletak pada tema besar terkait pajak daerah dan kontribusinya 

terhadap PAD, sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis objek pajak yang 

diteliti, teori yang lebih menekankan pada manajemen startegik, serta 

lokasi penelitian yang berbeda. 

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Satria, (2024) menggunakan metode 

kualitatif dengan fokus pada strategi optimalisasi pemungutan pajak hiburan 

sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Penelitian ini berlandaskan pada teori pajak daerah dan pengelolaan keuangan 

daerah sebagai pisau analisis. Persamaannya dengan penelitian mengenai 

strategi Bapenda Kota Bandar Lampung dalam pemungutan PBJT jasa 

perhotelan terletak pada penggunaan metode kualitatif serta tema besar 

mengenai peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD. Namun, 

perbedaannya dapat dilihat dari objek pajak yang diteliti, di mana penelitian 

Satria berfokus pada pajak hiburan, sementara penelitian ini mengkaji PBJT 

jasa perhotelan, dengan analisis yang lebih menekankan pada strategi 

kebijakan yang dijalankan oleh Bapenda. 

 

Ketiga, penelitian Safitri, & Tasriani, (2025) menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan fokus pada kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan PAD. 

Teori yang digunakan adalah teori kontribusi pajak dalam kerangka 



10 

 

 
 

pengelolaan keuangan daerah. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada 

objek kajian yang sama-sama menyoroti pajak hotel atau jasa perhotelan 

sebagai sumber PAD. Namun, perbedaan muncul pada metode penelitian, di 

mana penelitian Safitri dan Tasriani menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan penekanan pada perhitungan kontribusi, sedangkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada strategi pemungutan 

PBJT oleh Bapenda. 

 

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Cesarie, & Suhartini, (2022) 

menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Fokus penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari tiga jenis pajak daerah, 

yaitu pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten 

Sidoarjo, dengan teori kontribusi pajak sebagai dasar analisis. Persamaannya 

dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan pajak hotel sebagai 

salah satu objek yang berperan dalam peningkatan PAD. Namun, perbedaannya 

terletak pada cakupan objek penelitian, di mana penelitian Cesarie dan 

Suhartini meneliti beberapa jenis pajak sekaligus, sementara penelitian ini 

hanya berfokus pada PBJT jasa perhotelan dengan sudut pandang strategi 

pemungutan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bandar Lampung.  

 

Penelitian terakhir oleh Mariani, Kusuma, & Hambani (2023) menggunakan 

metode kuantitatif dengan fokus pada kontribusi serta efektivitas sistem 

pemungutan pajak hotel dan restoran. Teori yang digunakan adalah teori 

efektivitas pajak dan kontribusi pajak terhadap PAD. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian mengenai strategi pemungutan PBJT jasa perhotelan adalah 

sama-sama membahas pajak hotel sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah. Namun, perbedaannya terletak pada aspek kajian, di mana penelitian 

Mariani dkk. menekankan pada efektivitas sistem dan kontribusi secara 

numerik, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti strategi Bapenda dalam 

proses pemungutan PBJT di Kota Bandar Lampung. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun 

terdapat kesamaan dalam fokus pada pemungutan pajak dan kontribusinya 

terhadap PAD, masing-masing jurnal memiliki konteks dan metode yang 

berbeda. Penelitian ini menekankan bahwa belum ada penelitian yang secara 

spesifik mengkaji PBJT dalam konteks jasa perhotelan, terutama di Kota 

Bandar Lampung. Selain itu, belum ada pendekatan studi kasus yang 

mendalam terkait strategi pemungutan pajak berbasis prinsip tata kelola yang 

dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas dan optimalisasi 

pemungutan pajak di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap pengembangan strategi pemungutan pajak di Kota 

Bandar Lampung. 

 

Kota Bandar Lampung memiliki jumlah hotel yang paling banyak dan beragam 

dibandingkan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai 

ibu kota provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi pusat 

pemerintahan, bisnis, dan pariwisata, sehingga menarik banyak investasi di 

sektor perhotelan. Hotel-hotel berbintang dan berbagai jenis penginapan 

tersedia secara lengkap, mendukung kebutuhan wisatawan bisnis maupun 

wisatawan umum. Sebaliknya, Kota Metro memiliki jumlah hotel yang lebih 

sedikit dan fasilitas yang lebih sederhana, meskipun sektor perhotelan di kota 

ini terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki jumlah hotel yang relatif lebih sedikit dan 

didominasi oleh penginapan sederhana, karena sektor pariwisata dan 

perhotelan di daerah ini masih dalam tahap pengembangan. 

 

Dari segi ketersediaan data dan informasi, Kota Bandar Lampung juga unggul 

dengan sistem administrasi yang lebih terintegrasi dan terdokumentasi dengan 

baik. Hal ini memudahkan akses data pajak dan informasi terkait sektor 

perhotelan, yang sangat penting untuk mendukung penelitian dan pengambilan 

kebijakan. Kota Metro memiliki ketersediaan data yang cukup, namun belum 

sekomprehensif Kota Bandar Lampung, sementara Kabupaten Lampung 
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Selatan masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengelolaan dan akses data 

yang terintegrasi. 

 

Posisi strategis Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi memberikan 

keunggulan tersendiri. Kota ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, 

pemerintahan, dan transportasi utama di Lampung, sehingga sektor perhotelan 

berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas tersebut. 

Kota Metro, meskipun bukan ibu kota provinsi, merupakan kota yang sedang 

berkembang dengan potensi ekonomi yang meningkat, namun belum memiliki 

posisi strategis setingkat Bandar Lampung. Kabupaten Lampung Selatan, 

sebagai daerah kabupaten, memiliki potensi wisata alam yang cukup besar, 

tetapi belum menjadi pusat pemerintahan atau ekonomi utama, sehingga 

pengembangan sektor perhotelan masih terbatas. 

 

Dengan demikian, Kota Bandar Lampung menonjol sebagai lokasi yang paling 

representatif dan strategis untuk penelitian terkait pemungutan pajak 

perhotelan, didukung oleh jumlah hotel yang banyak, ketersediaan data yang 

lengkap, serta posisi strategis sebagai ibu kota provinsi. Kota Metro dan 

Kabupaten Lampung Selatan, meskipun memiliki potensi, masih berada pada 

tahap pengembangan yang lebih awal dan memiliki keterbatasan dalam 

beberapa aspek tersebut. 

 

Penelitian ini sangat penting mengingat keberhasilan strategi pemungutan 

PBJT dari jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung layak untuk diteliti dan 

dijadikan model pembelajaran bagi daerah lain. Tanpa kajian yang mendalam, 

strategi efektif ini berpotensi tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga 

menyulitkan upaya untuk mereplikasi keberhasilan tersebut di daerah lain. 

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan membantu 

pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) secara berkelanjutan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana strategi Bapenda Kota 

Bandar Lampung dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi Bapenda Kota Bandar 

Lampung dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan sebagai sumber Pendapatan 

Asli Daerah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pemungutan PBJT jasa perhotelan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:  

 

1. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis adalah kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam konteks akademik. Manfaat ini biasanya 

berupa penguatan teori yang sudah ada, pembaruan konsep, atau penyediaan 

perspektif baru dalam suatu bidang kajian. 

 

Adapun dalam penelitian ini,manfaat teoritis yang diharapkan adalah: 

a) Memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai strategi 

pemungutan pajak daerah, khususnya PBJT jasa perhotelan. 

b) Menjadi acuan teoritis bagi penelitian selanjutnya dalam bidang 

kebijakan fiskal, manajemen publik, dan perpajakan lokal 

 

2. Secara Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diterapkan secara langsung 

dalam kehidupan nyata bagi individu organisasi, maupun masyarakat luas. 

Manfaat ini biasanya berkaitan dengan solusi praktis yang dapat membantu 

meningkatkan efektivitas suatu proses atau kebijakan.  
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Adapun dalam penelitian ini, manfaat praktis yang diharapkan adalah: 

a) Memberikan rekomendasi strategis bagi Bapenda Kota Bandar 

Lampung dalam mengoptimalkan pemungutan PBJT jasa perhotelan 

secara efektif dan efisien.  

b) Menjadi acuan dalam perumusan kebijakan perpajakan daerah yang 

lebih adaptif terhadap dinamika industry perhotelan dan parawisata. 

 

Terakhir, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak melalui program sosialisasi yang lebih efektif, sehingga 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Strategi 

 

2.1.1 Definisi Strategi 

Kata strategi sering kali didengar dalam kehidupan sehari-hari terutama 

pada aktivitas yang berhubungan dengan politik, militer, organisasi, 

sampai olahraga. Strategi penting bagi suatu organisasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang efektif serta efisien.  

 

Menurut Chandler dalam Salusu (2006) strategi dapat didefinisikan 

sebagai penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu sumber 

daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada tiga 

komponen penting dalam definisi chandler ini, yaitu adanya tujuan dan 

sasaran, cara bertindak, dan alokasi sumber daya. 

 

Hax dan Majluf dalam Salusu (2006) juga memaparkan rumusan yang 

komprehensif tentang strategi, yaitu sebagai berikut: 

a. Strategi ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan 

integral; 

b. Menentukan dan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian 

sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi 

sumber daya; 

c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi; 

d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama 

dengan dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan 



16 

 

 
 

ancaman dari lingkungan eksternal organisasi kekuatan, serta 

kelemahannya; 

e. Melibatkan semua tingkat hierarki dan organisasi. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas mengenai pengertian strategi, 

dapat disimpulkan secara singkat bahwa strategi merupakan rencana 

jangka panjang diikuti dengan tindakan yang ditujukan untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah dicanangkan berdasarkan analisis dan 

pengamatan yang dilakukan. 

 

2.1.2 Tipe-Tipe Strategi 

Setiap organisasi haruslah memiliki startegi untuk mencapai tujuan 

organisasinya. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu 

organisasi yang telah ditetapkan. 

 

Berikut adalah tipe-tipe strategi menurut Koteen dalam Salusu (2006), 

yaitu: 

1) Strategi Organisasi (Corporate strategy) 

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan 

inisiatif-inisiatif strategi yang baru. 

2) Strategi Program (Program strategy) 

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi 

stratejik dari suatu program tertentu. Strategi ini juga berfokus pada 

dampak apabila suatu program dijalankan atau diperkenalkan 

terhadap organisasi. 

3) Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource support strategy) 

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada 

memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang 

tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya 

bisa berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya. 
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2.2 Strategi Pemungutan Pajak 

Menurut literatur, strategi pemungutan pajak yang efektif mencakup beberapa 

pendekatan utama yang saling terkait, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, 

digitalisasi atau penerapan teknologi, peningkatan pelayanan, serta 

pengawasan dan penegakan hukum (Priyanto & Utomo, 2018). 

 

Intensifikasi merujuk pada upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak dari 

wajib pajak yang sudah ada dengan cara memperbaiki sistem administrasi 

perpajakan dan meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak. Hal ini dapat 

dilakukan melalui program-program edukasi yang menjelaskan manfaat pajak 

dan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak lebih memahami pentingnya 

kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. 

 

Ekstensifikasi, di sisi lain, berfokus pada perluasan basis pajak dengan 

mengidentifikasi potensi pajak baru yang belum tergali. Ini mencakup 

pengenalan pajak baru atau penyesuaian tarif pajak yang ada untuk sektor- 

sektor yang memiliki potensi besar, seperti sektor pariwisata dan ekonomi 

digital. Dengan memperluas basis pajak, pemerintah daerah dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. 

 

Digitalisasi atau penerapan teknologi dalam sistem pemungutan pajak juga 

menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting. Dengan memanfaatkan 

teknologi informasi, pemerintah daerah dapat menyederhanakan proses 

pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukan 

transaksi dengan lebih mudah dan cepat. Sistem online yang efisien tidak hanya 

meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak, tetapi juga memungkinkan 

pemerintah untuk melakukan monitoring dan analisis data secara real-time, 

sehingga dapat mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali.  

 

Selanjutnya, peningkatan pelayanan menjadi kunci dalam menciptakan 

hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Dengan 

memberikan pelayanan yang responsif dan ramah, pemerintah dapat 
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meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mendorong 

mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan 

yang baik juga mencakup penyediaan informasi yang jelas dan akurat mengenai 

peraturan perpajakan dan prosedur yang harus diikuti. 

 

Terakhir, pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek penting dalam 

strategi pemungutan pajak. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan 

penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan, pemerintah 

dapat memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. 

Sanksi yang jelas bagi pelanggar dapat berfungsi sebagai deterrent, mendorong 

wajib pajak untuk lebih patuh dan mengurangi penghindaran pajak. 

 

Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) perlu menerapkan strategi pemungutan pajak yang efektif untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Strategi ini harus mencakup 

berbagai pendekatan yang dirancang khusus untuk mencapai beberapa tujuan 

penting. Pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi prioritas 

utama. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi yang 

menjelaskan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah serta kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, 

diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan mereka (Priyanto & Utomo, 2018). 

 

Selanjutnya, menyederhanakan proses pemungutan pajak juga merupakan 

langkah krusial. Proses yang rumit sering kali menjadi penghalang bagi wajib 

pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Oleh karena itu, Bapenda perlu 

mengadopsi teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan 

pembayaran pajak. Dengan sistem online yang efisien, wajib pajak dapat 

melakukan transaksi dengan lebih cepat dan tanpa kesulitan, sehingga 

meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan mereka (Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, 2022). 
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Selain itu, strategi pemungutan pajak harus memaksimalkan penerimaan pajak 

dengan cara mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Bapenda perlu 

melakukan analisis mendalam terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi 

besar untuk dikenakan pajak, seperti sektor pariwisata dan ekonomi digital. 

Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan basis 

pajak dan, pada akhirnya, meningkatkan PAD yang akan digunakan untuk 

pembangunan dan pelayanan publik (Badan Pusat Statistik, 2023). 

 

Dengan menerapkan strategi pemungutan pajak yang efektif, Bapenda tidak 

hanya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menyederhanakan proses 

pemungutan, tetapi juga memaksimalkan penerimaan pajak yang sangat 

dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. 

 

2.3 Manajemen Strategik 

Berdasarkan Suardika (2018) manajemen strategik merupakan serangkaian 

proses pengambilan keputusan yang bersifat mendasar, terintegrasi, dan 

menyangkut aktivitas organisasi secara menyeluruh. Proses ini dilaksanakan 

melalui tindakan manajerial yang mencakup formulasi, implementasi, dan 

evaluasi strategi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. 

Menurut Hitt, Ireland, dan Hoskisson (2011) dalam Suardika (2018), 

manajemen strategik adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang 

menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Definisi ini 

menegaskan bahwa manajemen strategik berfokus pada keberlanjutan 

organisasi dengan memadukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara 

berkesinambungan.  

 

Manajemen strategik memiliki tujuan utama untuk memberikan arah yang jelas 

dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Manajer strategik harus mampu 

mengarahkan seluruh sumber daya agar bergerak menuju sasaran yang telah 

ditentukan, menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, serta 

mengantisipasi setiap perubahan lingkungan yang semakin kompleks. Dalam 

praktiknya, manajemen strategik tidak hanya menekankan pada aspek efisiensi, 
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melainkan juga pada efektivitas kerja dan kemampuan beradaptasi terhadap 

dinamika lingkungan eksternal.  

 

Dari perspektif teori, Wheelen dalam Suardika (2018) menegaskan bahwa 

manajemen strategik terdiri atas kegiatan perumusan strategi, pelaksanaan 

strategi, dan evaluasi strategi. Hal ini sejalan dengan pandangan Aaker (2001) 

yang menyatakan bahwa manajemen strategik adalah proses sistematis yang 

disusun untuk merumuskan, mengimplementasikan, serta menilai strategi 

organisasi demi mewujudkan visi dan misi perusahaan. 

 

Dengan demikian, esensi utama dari manajemen strategik terletak pada tiga 

tahapan pokok, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi 

strategi yaitu sebagai berikut: 

1. Formulasi strategi merupakan tahap awal yang menekankan pada 

penyusunan visi, misi, tujuan, serta kebijakan organisasi. Pada tahap ini, 

analisis lingkungan internal dan eksternal sangat penting untuk 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 

dihadapi organisasi. Analisis SWOT, analisis PEST, dan model lima 

kekuatan Porter menjadi alat yang sering digunakan dalam formulasi 

strategi. Hasil dari tahap ini berupa strategi utama yang akan menjadi 

pedoman dalam pengembangan organisasi. 

2. Implementasi strategi menekankan pada penerjemahan strategi yang telah 

diformulasikan ke dalam tindakan nyata. Tahap ini melibatkan 

pengorganisasian sumber daya, pengembangan kebijakan operasional, 

serta komunikasi yang jelas agar strategi dapat dipahami dan dijalankan di 

semua tingkatan organisasi. Pada tahap ini, peran kepemimpinan sangat 

krusial untuk memastikan bahwa strategi benar-benar terlaksana sesuai 

dengan rencana. 

3. Evaluasi strategi merupakan tahap pengendalian untuk menilai sejauh 

mana strategi yang diterapkan telah efektif mencapai tujuan organisasi. 

Evaluasi ini melibatkan aktivitas pengukuran kinerja, identifikasi 

penyimpangan, serta penyesuaian strategi apabila diperlukan. Evaluasi 
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yang baik akan memastikan organisasi tetap relevan dan adaptif terhadap 

perubahan lingkungan bisnis. 

 

2.4 Optimalisasi 

Menurut Kamus Penting Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan: Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, 

tertinggi. Jadi optimalisasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai “suatu 

tindakan, proses atau metode untuk membuat sesuatu (seperti desain, sistem 

atau keputusan) menjadi lebih baik dan lebih lengkap, lebih fungsional atau 

efisien”. Optimasi adalah hasil yang dicapai dengan cara yang diinginkan, jadi 

optimalisasi adalah tentang mencapai hasil yang diharapkan secara efektif dan 

efisien. 

 

Optimalisasi adalah suatu konsep yang merujuk pada upaya untuk mencapai 

hasil terbaik atau maksimal dari penggunaan sumber daya yang ada dalam 

suatu kegiatan atau proses (Darmanto, 2016). Konsep ini menekankan 

pentingnya pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien agar dapat 

menghasilkan kinerja yang optimal. Dalam konteks ini, optimalisasi tidak 

hanya dilihat sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai proses berkelanjutan yang 

melibatkan berbagai upaya perbaikan dan penyesuaian terhadap kondisi yang 

ada. Dengan demikian, optimalisasi menjadi bagian penting dalam upaya 

meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.  

 

Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, optimalisasi berarti 

meningkatkan efektivitas   dan efisiensi   dalam memungut serta mengelola 

sumber pendapatan daerah agar dapat memberi kontribusi terbesar tanpa 

menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat (Priyanto & Utomo, 

2018). Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi tidak hanya berorientasi pada 

peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek 

keadilan dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, 

optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan secara hati-hati dan terencana 

agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. 
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Perluasan basis penerimaan pajak dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan 

menggali potensi pajak yang belum tergarap secara optimal. Penguatan proses 

pemungutan dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi dan peningkatan 

kapasitas aparatur pajak. Sementara itu, peningkatan pengawasan bertujuan 

untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta meminimalkan potensi 

kebocoran penerimaan. Adapun efisiensi biaya administrasi pajak dilakukan 

untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan 

tidak melebihi manfaat yang diperoleh. Keempat pilar ini menunjukkan bahwa 

optimalisasi pajak daerah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan 

terintegrasi. 

 

Menurut Kurniawan dkk (2024), optimalisasi pendapatan pajak daerah 

bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui strategi 

yang terdiri dari empat pilar utama: perluasan basis penerimaan pajak, 

penguatan proses pemungutan, peningkatan pengawasan dan kepastian 

penerimaan, serta efisiensi biaya administrasi pajak. Pendekatan ini 

menekankan pentingnya perbaikan basis data pajak, peningkatan kapasitas 

aparatur pajak, penerapan sistem informasi yang efektif, serta koordinasi antar 

pihak terkait dengan tujuan akhir meningkatkan penerimaan daerah secara 

berkelanjutan. 

 

Optimalisasi dalam manajemen strategis juga merupakan proses untuk 

memaksimalkan kualitas dan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan 

dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. Optimalisasi 

tidak hanya tentang mendapatkan keuntungan maksimal, tetapi juga menjaga 

keseimbangan antara hasil dan biaya sehingga dapat mencapai target dengan 

cara yang paling tepat (Darmanto, 2016; Ali, 2014). 

 

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak seperti PBJT jasa 

perhotelan menjadi strategi penting dalam memperkuat basis keuangan daerah, 

meningkatkan pelayanan publik, serta pembangunan. Oleh karena itu, 

optimalisasi harus dilakukan dengan pendekatan sistematis yang meliputi 
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perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan 

dengan dukungan kebijakan yang jelas dan pelibatan seluruh stakeholder terkait 

(Priyanto & Utomo, 2018). 

 

Selain itu, keberhasilan optimalisasi juga sangat bergantung pada dukungan 

kebijakan yang jelas serta keterlibatan berbagai pihak terkait, termasuk 

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sinergi antara berbagai stakeholder 

ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan pajak yang efektif 

dan berkelanjutan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, upaya optimalisasi 

cenderung tidak berjalan secara maksimal dan tidak mampu mencapai tujuan 

yang diharapkan. Oleh karena itu, optimalisasi tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh 

pihak yang terlibat. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi merupakan suatu 

proses yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencapai hasil 

terbaik melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam 

konteks pengelolaan pajak daerah, optimalisasi menjadi instrumen penting 

dalam meningkatkan penerimaan daerah serta mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat, sistem yang 

terintegrasi, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak agar optimalisasi 

dapat berjalan secara maksimal dan memberikan manfaat yang optimal bagi 

daerah. 

 

2.5 Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 

Analisis SWOT merupakan sebuah metode strategis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau proyek. Menurut Sarsby 

(2016), SWOT adalah singkatan dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses 

(Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman). Keempat 

komponen ini menjadi dasar utama dalam proses analisis yang bertujuan untuk 

membantu organisasi dalam membuat keputusan strategis berdasarkan situasi 
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nyata yang dihadapi. Dengan memahami kondisi internal dan eksternal secara 

komprehensif, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih tepat, adaptif, 

dan berorientasi pada pencapaian tujuan. 

 

Strengths atau kekuatan adalah aspek internal yang menjadi keunggulan atau 

sumber daya positif yang dimiliki organisasi, seperti keahlian staf, teknologi 

yang canggih, atau sistem kerja yang efisien. Weaknesses atau kelemahan 

mencakup hal-hal negatif dari dalam organisasi yang menjadi hambatan, 

misalnya keterbatasan sumber daya, kurangnya kapabilitas SDM, atau proses 

kerja yang tidak optimal. Identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan ini 

menjadi penting karena akan menentukan sejauh mana organisasi mampu 

memanfaatkan potensi yang dimiliki sekaligus memperbaiki kekurangan yang 

ada 

 

Selanjutnya, Opportunities adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan 

untuk mendukung pencapaian tujuan, misalnya tren pasar yang positif, 

dukungan pemerintah, atau kemajuan teknologi. Peluang merupakan kondisi 

atau situasi eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk 

meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya 

meliputi perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah yang mendukung, 

serta pertumbuhan sektor ekonomi tertentu. Sedangkan Threats merupakan 

ancaman atau hambatan dari lingkungan luar yang bisa mengganggu kinerja 

organisasi, seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi yang merugikan, 

atau kondisi ekonomi yang tidak pasti. Oleh karena itu, kemampuan organisasi 

dalam membaca dan merespons peluang serta ancaman menjadi faktor penting 

dalam menentukan keberhasilan strategi yang dijalankan. 

 

Sarsby (2016) menekankan bahwa analisis SWOT bukan hanya alat 

identifikasi, namun juga menjadi landasan dalam merumuskan strategi yang 

efektif. Dengan memetakan secara sistematis kekuatan dan kelemahan internal 

serta peluang dan ancaman eksternal, organisasi dapat mengembangkan 
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strategi yang fokus pada pemanfaatan kekuatan dan peluang, sekaligus 

melakukan perbaikan terhadap kelemahan dan antisipasi terhadap ancaman. 

 

Dalam dunia bisnis maupun pemerintahan, khususnya dalam konteks 

optimalisasi pengelolaan sumber daya seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

penerapan SWOT sangat penting. Analisis ini memberikan gambaran 

menyeluruh tentang kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Dengan begitu, kebijakan dan langkah 

strategis yang dibuat akan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil yang 

optimal. 

 

Dengan memanfaatkan analisis SWOT, pemerintah daerah dapat merumuskan 

kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, misalnya dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi, serta mengantisipasi 

berbagai tantangan yang mungkin muncul. Oleh karena itu, penggunaan 

analisis SWOT menjadi langkah penting dalam mendukung tercapainya 

optimalisasi pendapatan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

 

2.6 Good Governance 

Berdasarkan buku Addink, H. (2019) “Good Governance: Concept and 

Context” yang diterbitkan oleh Oxford University Press, konsep good 

governance secara menyeluruh dapat dipahami sebagai sebuah kerangka tata 

kelola yang bertujuan menghadirkan pemerintahan dan administrasi publik 

yang efektif, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. 

 

Addink menegaskan bahwa good governance mencakup enam prinsip utama 

sebagai inti dari penerapannya, yaitu properness (kepatutan), transparency 

(transparansi), participation (partisipasi), effectiveness (efektivitas), 

accountability (akuntabilitas), dan human rights (hak asasi manusia). Keenam 

prinsip ini saling berhubungan dan harus dipenuhi untuk mewujudkan tata 

kelola yang baik dalam konteks negara modern. 

 

Prinsip-prinsip utama tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: 
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a. Properness (Kepatutan): Mengacu pada kesesuaian dan ketepatan tindakan 

pemerintahan dengan standar-standar hukum dan etika yang berlaku. 

b. Transparency (Transparansi): Keterbukaan informasi sehingga proses 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dapat dipantau oleh 

publik. 

c. Participation (Partisipasi): Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses 

pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. 

d. Effectiveness (Efektivitas): Kemampuan instansi pemerintahan untuk 

mencapai tujuan dan memberikan layanan yang optimal. 

e. Accountabilit (Akuntabilitas): Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

tindakan dan keputusan kepada publik serta mekanisme pengawasan. 

f. Human Rights (Hak Asasi Manusia): Penghormatan terhadap hak dan 

martabat setiap individu dalam setiap proses kebijakan dan operasional 

pemerintahan. 

 

Dalam konteks proses pemungutan pajak daerah, prinsip-prinsip good 

governance ini sangat relevan dan dapat diterapkan untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan dan pelayanan pajak yang diberikan oleh Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda), misalnya: 

a. Properness memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai standar hukum dan 

etika pemerintahan daerah. 

b. Transparency menuntut adanya keterbukaan prosedur, tarif, dan 

penggunaan dana pajak kepada masyarakat agar meningkatkan kepercayaan 

dan kepatuhan wajib pajak. 

c. Participation dapat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dan 

pemangku kepentingan dalam sosialisasi, konsultasi, serta umpan balik 

terkait kebijakan pajak agar mereka merasa memiliki dan mendukung 

sistem pajak daerah. 

d. Effectiveness menuntut Bapenda untuk mengelola sumber daya secara 

optimal, menyederhanakan proses, dan memanfaatkan teknologi informasi 

guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. 
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e. Accountability menuntut Bapenda dapat mempertanggungjawabkan hasil 

pemungutan serta penggunaan pajak kepada publik melalui laporan yang 

jelas dan mudah diakses. 

f. Human Rights memastikan bahwa kebijakan dan praktik pemungutan pajak 

menghormati hak wajib pajak tanpa diskriminasi dan dengan perlakuan 

yang adil. 

 

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip good governance tersebut, strategi 

pemungutan pajak yang diterapkan Bapenda dapat dikaji dan diperbaiki agar 

lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis good governance 

memungkinkan Bapenda tidak hanya berfokus pada aspek pengumpulan dana, 

tetapi juga pada penguatan legitimasi, partisipasi masyarakat, serta 

akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib 

pajak daerah secara keseluruhan. Hal ini pada akhirnya memperkuat 

kemampuan daerah dalam memenuhi target pendapatan asli daerah dan 

meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan pajak yang transparan 

dan bertanggung jawab. 

 

Singkatnya, penerapan prinsip-prinsip good governance pada proses 

pemungutan pajak daerah oleh Bapenda adalah fondasi yang kokoh untuk 

memastikan pengelolaan pajak yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga efektif, 

partisipatif, dan akuntabel, sehingga mendukung pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal secara berkelanjutan. 

 

Prinsip utama good governance dapat diimplementasikan secara konkret dalam 

proses pemungutan pajak daerah dengan cara berikut: 

a. Partisipasi: Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan secara aktif 

dalam sosialisasi, konsultasi, dan pengawasan pemungutan pajak. 

Contohnya adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan 

masukan, keluhan, dan pengaduan melalui saluran resmi serta forum diskusi 

terbuka, (Wahyudi, & Sukardi, 2023). 
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b. Transparansi: Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses 

tentang prosedur, tarif, penggunaan dana pajak, dan hasil pemungutan. Hal 

ini meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan memudahkan pengawasan 

publik terhadap pengelolaan pajak. Misalnya dengan memasang sistem 

pelaporan yang transparan dan rutin mempublikasikan realisasi pemungutan 

pajak. 

c. Akuntabilitas: Badan pengelola pajak daerah seperti Bapenda wajib 

mempertanggungjawabkan hasil pemungutan dan penggunaan pajak kepada 

publik melalui laporan yang jelas dan dapat diakses serta menghadapi 

mekanisme pengawasan, (Putra, 2024) 

d. Efektivitas dan Efisiensi: Mengelola sumber daya secara optimal dan 

memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi online untuk 

pembayaran pajak, sehingga proses pemungutan menjadi lebih mudah, 

cepat, dan terorganisir dengan baik (Nurhadi, 2023). 

e. Responsivitas: Memberikan layanan yang cepat dan responsif terhadap 

kebutuhan wajib pajak, menindaklanjuti keluhan atau permasalahan dengan 

segera untuk menjaga kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. 

f. Kesetaraan: Menjamin perlakuan adil kepada semua wajib pajak tanpa 

diskriminasi serta memberikan pelayanan yang sama sesuai standar yang 

berlaku untuk mendorong kepatuhan dan kejujuran. 

 

Secara praktis, Bapenda dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui 

mekanisme pelaporan dan pengawasan yang transparan, pemanfaatan 

teknologi informasi (misalnya aplikasi mobile pajak daerah), sosialisasi yang 

melibatkan masyarakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang rutin. 

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang baik 

dan berkeadilan. 

 

Dengan penerapan prinsip good governance secara konkret ini, proses 

pemungutan pajak daerah menjadi lebih efektif, akuntabel, partisipatif, dan 
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berkelanjutan, sehingga mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan 

Masyarakat (Putra, 2024). 

 

2.7  Kerangka Pikir 

Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dari sektor jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung masih belum 

optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya capaian penerimaan PBJT jasa 

perhotelan pada tahun 2020-2021 meskipun sektor perhotelan mengalami 

pertumbuhan setiap tahunnya. Berbeda dengan capaian pada tahun 2022-2024 

yang melampaui dari target capaian penerimaan pajak hotel. Fenomena ini 

menunjukkan adanya persoalan dalam strategi pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), baik dari sisi 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. 

 

Substansi rumusan masalah dalam penelitian adalah mengapa capaian 

penerimaan PBJT jasa perhotelan Bapenda Kota Bandar Lampung rendah pada 

tahun 2020-2021 dan bagaimana strategi Bapenda Kota Bandar Lampung 

dalam realisasi penerimaan PBJT jasa perhotelan hingga melampaui target pada 

tahun 2022-2024. Strategi yang dimaksud mencakup Upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, 

serta efektivitas pelaksanaan regulasi daerah yang baru diberlakukan (Perda 

No.1 Tahun 2024 dan Perwali No.6 Tahun 2024). 

 

Untuk menelaah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori 

Manajemen Strtegik dan Good Governance. Dari penggunaan teori 

tersebut,penelitian ini diarahkan untuk menemukan baik praktik yang positif, 

seperti strategi yang efektif dan adaptif, maupun praktik yang masih menjadi 

tantangan seperti kurangnya pemanfaatan teknologi atau lemahnya kepatuhan 

wajib pajak. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya 

mendeskripsikan situasi yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi 

kebijakan yang dapat memperbaiki strategi pemungutan PBJT ke depan. 
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Jumlah hotel selalu meningkat sejak tahun 2020-2024 tetapi tidak dengan 

penerimaan PBJT jasa perhotelan terhadap PAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir. 

Sumber: Diolah Peneliti, 2026. 

Strategi Bapenda Kota Bandar Lampung dalam pemungutan PBJT jasa 

perhotelan dalam mencapai target realisasi sebagai sumber PAD 

Manajemen Strategik 

(Suardika, 2018) 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan 

Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti 

berperan sebagai instrumen kunci. Metode ini lebih menekankan pada makna 

daripada generalisasi, menggunakan teknik pengumpulan data secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih 

menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. 

 

Berdasarkan Nasution (2023) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan 

kecenderungan analisis. Proses penelitian dan makna lebih diutamakan dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu 

oleh teori-teori yang sudah ada, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan 

saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, analisis data bersifat induktif 

(berdasarkan fakta lapangan) dan dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau 

teori. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Menurut Yin 

(2018), studi kasus adalah strategi penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, 

khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas. Dalam 

penelitian ini, studi kasus difokuskan pada Bapenda Kota Bandar Lampung 

sebagai instansi pelaksana pemungutan PBJT jasa perhotelan. 
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Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran, 

menganalisis, dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam terkait 

bagaimana strategi Bapenda Kota Bandar Lampung dalam pemungutan PBJT 

jasa perhotelan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 

 

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karena mengumpulkan 

informasi dan data menggunakan metode wawancara. Selain itu alasan 

penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini 

hanya akan memaparkan dan mengungkap fakta fakta berupa kata kata tertulis 

dan gambar yang diperoleh wawancara,catatan lapangan dan dokumen - 

dokumen lainnya mengenai bagaimana strategi Bapenda Kota Bandar 

Lampung dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan sebagai sumber Pendapatan 

Asli Daerah. 

 

Tipe penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

memahami secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Bapenda Kota 

Bandar Lampung dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan.Pendekatan 

kualitatif memungkinkan penggalian proses, kebijakan, tantangan, dan 

dinamika yang terjadi secara kontekstual dan detail melalui wawancara, 

observasi, dan analisis dokumen, sehingga memperoleh pemahaman yang 

komprehensif tentang strategi yang digunakan. Berbeda dengan penelitian 

kuantitatif yang lebih fokus pada pengukuran dan analisis data numerik untuk 

menguji hipotesis, penelitian kualitatif lebih tepat untuk mengeksplorasi 

fenomena sosial yang kompleks dan bersifat subjektif seperti strategi 

organisasi dan kebijakan publik, yang tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh 

data statistik semata. Oleh karena itu, tipe kualitatif sangat relevan untuk 

mendukung tujuan skripsi dalam mengkaji strategi Bapenda secara mendalam 

dan kontekstual. 

 

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam 

konteks,proses,dan makna dari strategi Bapenda Kota Bandar Lampung dalam 

pemungutan PBJT jasa perhotelan sebagai sumber PAD. Penelitian ini ingin 
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melihat secara mendalam berdasarkan informasi dari informan yang berkaitan 

langsung dengan pemilihan dan kemudian dideskripsikan secara mendalam 

dengan cara menjelaskan,mengelola,dan menggambarkan hasil penelitian. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Pada penelitian kualitatif masalah bertumpu pada fokus. Berdasarkan Sugiyono 

(2019), fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi pusat 

perhatian dalam suatu penelitian, yang dirumuskan secara jelas dan spesifik 

untuk membatasi ruang lingkup kajian. Fokus penelitian berfungsi sebagai 

panduan bagi peneliti agar proses pengumpulan dan analisis data terarah pada 

tujuan penelitian, serta mencegah terjadinya pembahasan yang melebar dari 

permasalahan utama. Untuk memahami ruang lingkup penelitian secara lebih 

luas dan mendalam,maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. 

 

Berdasarkan adanya fenomena tidak optimalnya capaian target realisasi 

penerimaan PBJT jasa perhotelan pada 5 tahun terakhir, khususnya pada tahun 

2020-2021, walaupun sektor hotel selalu meningkat setiap tahunnya. Selain itu, 

penelitian ini juga berfokus pada strategi yang dilakukan Bapenda Kota Bandar 

Lampung dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan sebagi sumber PAD. Fokus 

diarahkan pada strategi pemungutan PBJT jasa perhotelan yang meliputi 

perencanaan,pelaksanaan/implementasi dan juga pengawasan. 

 

Analisis strateginya yang berkaitan dengan prinsip- prinsip Good Governance 

yang dikemukakan oleh Addink, H. (2019), yaitu sebagai berikut: 

a. Properness (Kepatutan): Mengacu pada kesesuaian dan ketepatan tindakan 

pemerintahan dengan standar-standar hukum dan etika yang berlaku. 

b. Transparency (Transparansi): Keterbukaan informasi sehingga proses 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dapat dipantau oleh 

publik. 

c. Participation (Partisipasi): Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses 

pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. 
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d. Effectiveness (Efektivitas): Kemampuan instansi pemerintahan untuk 

mencapai tujuan dan memberikan layanan yang optimal. 

e. Accountabilit (Akuntabilitas): Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

tindakan dan keputusan kepada publik serta mekanisme pengawasan. 

f. Human Rights (Hak Asasi Manusia): Penghormatan terhadap hak dan 

martabat setiap individu dalam setiap proses kebijakan dan operasional 

pemerintahan. 

 

Tabel 9. Bentuk konkrit prinsip prinsip Good Governance oleh Addink, 2019 

Strategi Subkonsep Bentuk 

Properness (Kepatutan) Kebijakan harus sesuai 

norma, etika, dan 

menjamin keadilan. 

Menerapkan kebijakan 

yang adil dan tidak 

diskriminatif sesuai 

dengan nilai sosial 

masyarakat. 

Transparency 

(Transparansi) 

Informasi dan

 laporan harus 

terbuka dan jelas. 

Menyediakan akses 

informasi dan laporan 

yang mudah dipahami 

publik. 

Participation (Partisipasi) Masyarakat dan 

pemangku kepentingan 

dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan. 

Mengadakan forum 

konsultasi dan memberi 

ruang partisipasi aktif 

masyarakat. 

Effectiveness (Efektivitas) Tujuan tercapai dengan 

pengelolaan sumber daya 

yang baik. 

Menetapkan indikator 

kinerja dan melakukan 

evaluasi secara rutin. 

Accountabilit 

(Akuntabilitas) 

Keputusan dan Tindakan 

harus dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Membuat mekanisme 

evaluasi dan memberikan 

sanksi bagi pelanggar. 

Human Rights (Hak 

Asasi Manusia) 

Melindungi hak dasar dan 

martabat setiap individu. 

Menjamin kebebasan 

berpendapat dan 

menghindari diskriminasi 

dalam kebijakan. 

Sumber: Addink, 2019 

 

Dalam konteks penelitian ini, model strategi digunakan untuk melihat 

bagaimana Bapenda Kota Bandar Lampung menyusun pola kebijakan dalam 

pemungutan PBJT jasa perhotelan. Model strategi mencakup bagaimana 

perencanaan dilakukan, bagaimana pelaksanaan strategi berjalan, dan 

bagaimana evaluasi dilakukan untuk memastikan target PAD dapat tercapai. 

Model strategi ini penting karena menjadi kerangka utama dalam melihat alur 

kerja Bapenda dari tahap awal sampai tahap evaluasi. 
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Tabel 10. Operasionalisasi Konsep Model Strategi 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Model Strategi Pola 

perencanaan 

strategi 

Tahapan penyusunan strategi, siapa yang 

terlibat, dan bagaimana prosesnya 

dirancang. 

 Pola 

pelaksanaan 

strategi 

Mekanisme implementasi kebijakan, 

koordinasi antarbidang, serta penggunaan 

sumber daya dalam pelaksanaan. 

 Pola evaluasi 

startegi 

Cara Bapenda menilai keberhasilan 

pemungutan pajak hotel (misalnya target, 

realisasi, kendala, Solusi) 

Sumber: Sarsby (2016) 

 

Bentuk strategi dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan di Kota Bandar 

Lampung menunjukkan bagaimana Bapenda menerapkan pendekatan dalam 

mencapai optimalisasi penerimaan pajak. Strategi ini dapat berupa preventif, 

represif, persuasif, hingga kolaboratif dengan instansi terkait. Dengan 

mengetahui bentuk strategi ini, penelitian dapat menggambarkan variasi cara 

Bapenda menghadapi tantangan dalam pemungutan pajak hotel. 

 

Tabel 11. Operasionalisasi Konsep Bentuk Strategi 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Bentuk Strategi Strategi Preventif Upaya pencegahan kebocoran pajak, 

sosialisasi aturan pajak, dan edukasi 

wajib pajak hotel. 

 Strategi Represif Penindakan terhadap pelanggaran, 

penerapan sanksi, serta pemeriksaan 

atau audit pajak. 

 Strategi Persuasif Penyuluhan, layanan konsultasi, 

pendekatan persuasif agar wajib pajak 

lebih patuh. 

 Strategi Kolaboratif Kerjasama dengan dinas pariwisata, 

asosiasi hotel, dan instansi terkait untuk 

meningkatkan kepatuhan. 

Sumber: Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel (2005) 

 

Manajemen strategik menurut Suardika (2018) merupakan suatu proses yang 

mencakup tiga tahapan utama, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, 

serta evaluasi dan pengendalian strategi. Dalam konteks penelitian ini, 

manajemen strategik dipahami sebagai langkah yang dilakukan oleh Bapenda 

Kota Bandar Lampung dalam menyusun strategi pemungutan Pajak Barang dan 

Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor jasa perhotelan sebagai salah satu sumber 
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Pendapatan Asli Daerah. Proses ini diawali dengan formulasi strategi berupa 

perumusan kebijakan dan perencanaan teknis pemungutan pajak. Selanjutnya, 

strategi tersebut diimplementasikan melalui mekanisme pelaksanaan di 

lapangan, termasuk penggunaan sumber daya, pelayanan wajib pajak, hingga 

pengawasan. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengendalian strategi untuk 

menilai sejauh mana target pajak dapat tercapai, kendala apa yang muncul, serta 

perbaikan strategi ke depan. Dengan demikian, manajemen strategik menjadi 

kerangka penting dalam melihat efektivitas Bapenda dalam meningkatkan 

penerimaan pajak hotel secara optimal. 

 

Tabel 12. Operasionalisasi Konsep Manajemen Strategik 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Manajemen 

Strategik 

Formulasi strategi Penyusunan rencana pemungutan 

pajak hotel, penentuan target PAD, serta 

penetapan kebijakan teknis. 

 Implementasi strategi Pelaksanaan pemungutan pajak di 

lapangan, pelayanan wajib pajak, serta 

pemanfaatan teknologi. 

 Evaluasi dan 

Pengendalian 

Monitoring realisasi target PAD, 

identifikasi kendala, dan perbaikan 

strategi untuk periode berikutnya. 

Sumber: Suardika (2018) 

 

Optimalisasi menurut Priyanto & Utomo (2018) adalah upaya memaksimalkan 

potensi yang dimiliki organisasi dengan cara meningkatkan efektivitas, 

efisiensi, serta kualitas pelayanan agar tujuan dapat tercapai secara optimal. 

Dalam konteks penelitian ini, optimalisasi dipahami sebagai strategi Bapenda 

Kota Bandar Lampung untuk memaksimalkan penerimaan dari Pajak Barang 

dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor jasa perhotelan. Optimalisasi dilakukan melalui 

perbaikan administrasi pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan, 

pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia, serta dorongan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Dengan langkah tersebut, Bapenda diharapkan mampu meningkatkan 

kontribusi pajak hotel sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 
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Tabel 13. Operasionalisasi Konsep Optimalisasi 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Optimalisasi Administrasi pemungutan Ketepatan pendataan wajib pajak 

hotel, sistem pencatatan, dan 

penetapan objek pajak. 

 Sistem pelayanan Kemudahan akses pembayaran 

(online/offline), transparansi 

prosedur, dan kecepatan pelayanan. 

 Pemanfaatan teknologi Penggunaan aplikasi perpajakan, e- 

billing, e-filing, serta integrasi data 

dengan instansi terkait. 

 Kualitas SDM Peningkatan kopetensi pegawai, 

profesionalitas, serta koordinasi 

internal dalam pengelolaan pajak 

 Kepatuhan wajib pajak Tingkat ketaatan wajib pajak hotel 

dalam melaporkan, membayar tepat 

waktu, dan memahami aturan. 

Sumber: Priyanto & Utomo (2018) 

 

Menurut Sarsby (2016), analisis SWOT adalah suatu metode strategis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang dihadapi 

oleh suatu organisasi. Analisis ini penting untuk membantu organisasi 

merumuskan strategi yang tepat berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang 

ada. Dalam konteks penelitian ini, SWOT digunakan untuk menilai bagaimana 

Bapenda Kota Bandar Lampung mengoptimalkan pemungutan Pajak Barang 

dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor jasa perhotelan. Kekuatan dapat berupa 

dukungan regulasi dan potensi pariwisata, sementara kelemahan bisa datang 

dari keterbatasan SDM atau rendahnya kesadaran wajib pajak. Peluang dapat 

terlihat dari pertumbuhan industri perhotelan di Bandar Lampung, sedangkan 

ancaman muncul dari ketidakstabilan ekonomi maupun potensi penghindaran 

pajak. Dengan analisis SWOT, strategi Bapenda diharapkan lebih terarah dalam 

meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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Tabel 14. Operasionalisasi Konsep SWOT 

Konsep Indikator Sub Indikator 

SWOT Strength (Kekuatan) Dukungan regulasi yang jelas, potensi 

Pariwisata di Bandar Lampung, komitmen 

pemerintah daerah. 

 Weakness (Kelemahan) Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, 

rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak,  serta 

keterbatasan teknologi. 

 Opportunity (peluang) Pertumbuhan sektor perhotelan, digitalisasi 

sistem perpajakan, dukungan kebijakan dari 

pusat. 

 Threat (Ancaman) Potensi penghindaran pajak, ketidakstabilan 

ekonomi, dan persaingan antar daerah wisata. 

Sumber: Sarsby (2016) 

 

Alasan metodologis dalam pemilihan fokus penelitian pada Pajak Barang dan 

Jasa Tertentu (PBJT) di sektor jasa perhotelan serta lokasi di Kota Bandar 

Lampung didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data yang mendalam 

dan kontekstual mengenai strategi pemungutan pajak sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota 

provinsi memiliki peran strategis dalam perekonomian regional dengan 

perkembangan sektor jasa perhotelan yang signifikan. Pemilihan lokasi ini 

memungkinkan penelitian untuk mengkaji secara komprehensif praktik, 

kebijakan, serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) dalam mengoptimalkan pemungutan PBJT di sektor tersebut. 

Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan penggalian informasi 

secara detail melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga 

menghasilkan pemahaman yang valid dan aplikatif dalam konteks nyata. 

 

Dari segi akademis, fokus pada PBJT di sektor jasa perhotelan di Bandar 

Lampung memiliki relevansi yang tinggi karena sektor ini memberikan 

kontribusi signifikan terhadap PAD dan mencerminkan dinamika pengelolaan 

pajak daerah yang kompleks dan memerlukan strategi khusus. Penelitian ini 

diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur terkait strategi pemungutan 

pajak daerah pada sektor jasa, khususnya di wilayah yang sedang berkembang 

seperti Bandar Lampung. Selain itu, studi ini memberikan kontribusi penting 

dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan kebijakan publik dengan 
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menyoroti aspek pengelolaan pajak yang berperan krusial dalam pembangunan 

daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis 

yang tinggi, tetapi juga aplikatif bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan 

efektivitas pemungutan pajak daerah. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan 

penelitian dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Penelitian 

ini dilaksanakan di Bapenda Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih 

lokasi penelitian di Bapenda Kota Bandar Lampung dikarenakan pencapaian 

realisasi PBJT yang tidak memenuhi target pada tahun 2020-2021 tetapi 

mengalami peningkatan yang melampaui target pada tahun 2022-2024.Selain 

itu, penelitian ini juga dilaksanakan di beberapa lokasi wajib pajak hotel antara 

lain di Hotel Grand Anugrah, Hotel Akar, Hotel Emersia, Hotel Asoka Luxury, 

Hotel Holly Day in. Perwakilan petugas pemungut pajak yaitu Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Teluk Betung Utara. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2019), data dalam penelitian merupakan data empiris atau 

teramati yang harus memenuhi kriteria valid, reliabel, dan objektif. Data yang 

valid menunjukkan kesesuaian antara fakta yang sesungguhnya terjadi pada 

objek dengan data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Reliabilitas 

berkaitan dengan konsistensi data dalam rentang waktu tertentu, sedangkan 

objektivitas mengacu pada kesepakatan banyak pihak terhadap kebenaran data 

tersebut. Dalam penelitian kualitatif, data tidak hanya dilihat dari angka atau 

statistik, melainkan lebih pada makna yang terkandung di balik fakta yang 

tampak.  

 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari 

subjek penelitian, baik yang diperoleh melalui pengamatan langsung maupun 

wawancara. Berdasarkan sumber tersebut, teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 
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dokumentasi. Untuk meningkatkan keakuratan dan keabsahan data, peneliti 

menggunakan triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai teknik dan sumber 

data secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan 

gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang 

diteliti. Berdasarkan sumber data tersebut, jenis data dalam penelitian ini,yaitu 

sebagau berikut: 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2019), data primer dalam penelitian kualitatif adalah 

data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui 

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, di mana peneliti 

berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan datanya. 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dan observasi langsung dnegan narasumber terkait dengan startegi Bapenda 

Kota Bandar Lampung dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan sebgai 

sumber Pendapatan Asli Daerah. 

b. Data Sekunder 

Selain penggunaan data primer,penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui pihak lain atau sumber yang sudah ada, seperti dokumen, arsip, 

laporan, publikasi resmi, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan topik penelitian (Sugiyono,2019). Adapun data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa literatur, dokumentasi, skripsi, buku, 

artikel, jurnal lilmiah, internet,dan beberapa dokumen dari Bapenda Kota 

Bandar Lampung. 

 

 

3.5 Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini melibatakan sejumlah informan yang dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi mereka 

terhadap topik pada penelitian ini. Berdasarkan Sugiyono (2019), purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

atau kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Teknik ini digunakan ketika 

ingin memilih subjek yang dianggap paling mengetahui dan memahami 
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permasalahan atau fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan 

data yang kaya dan mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Tabel 15. Informan Penelitian 

No Nama Jabatan Alasan Memilih Informan 

1. Putra 

Agunawan 

Kepala Bidang 

Pajak Bapenda 

Kota Bandar 

Lampung 

Kepala Bidang Pajak Bapenda Kota 

Bandar Lampung dipilih sebagai informan 

utama karena perannya yang strategis 

dalam perumusan dan implementasi 

kebijakan pemungutan pajakdaerah, 

termasuk PBJT jasa perhotelan. Kepala 

Bidang memiliki wawasan yang 

mendalam mengenai strategi yang 

diterapkan, tujuan yang ingin dicapai, 

serta tantangan yang dihadapi dalam 

proses pemungutan. Informasi yang 

diberikan oleh Kepala Bidang akan 

memberikan gambaran menyeluruh 

tentang kebijakan dan strategi Bapenda, 

serta bagaimana kebijakan tersebut 

dirancang untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah dari sektor 

perhotelan. 

 

2. Zainal Arifin 

Natapradja 

Kepala Sub Bagian 

Pajak 1 (PBJT) 

Kepala Sub Bagian Pajak PBJT dipilih 

sebagai informan karena tanggung 

jawabnya yang langsung terkait dengan 

pelaksanaan pemungutan pajak di sektor 

jasa perhotelan. Kasugbag ini memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang 

prosedur operasional, regulasi yang 

berlaku, dan tantangan teknis yang 

dihadapi dalam pemungutan pajak. 

Sebagai pelaksana teknis, Kepala Sub 

Bagian dapat memberikan wawasan 

tentang bagaimana strategi yang 

dirumuskan di tingkat manajerial 

diterjemahkan ke dalam praktik sehari-

hari, serta kendala yang mungkin muncul 

di lapangan. Informasi dari Kepala Sub 

Bagian akan melengkapi perspektif 

strategis dengan detail operasional yang 

penting untuk analisis yang komprehensif. 
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No Nama Jabatan Alasan Memilih Informan 

3. Dennis 

Regina 

Oktavicena 

Staff teknis PBJT 

jasa perhotelan 

Bapenda Kota 

Bandar Lampung 

Staf Teknis PBJT Jasa Perhotelan dipilih 

sebagai informan karena mereka adalah 

pelaku lapangan yang berinteraksi 

langsung dengan wajib pajak dalam proses 

pemungutan. Mereka memiliki 

pengalaman praktis yang berharga 

mengenai dinamika di lapangan, termasuk 

tingkat kepatuhan wajib pajak dan 

tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai 

individu yang terlibat dalam verifikasi 

data dan penagihan, Staf Teknis dapat 

memberikan informasi konkret tentang 

bagaimana strategi Bapenda dirasakan 

oleh wajib pajak, serta memberikan data 

empiris yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas strategi tersebut. 

Perspektif mereka sangat penting untuk 

memahami realitas operasional dari 

kebijakan yang diterapkan. 

 

4. Roza Febriani Staff teknis PBJT 

jasa perhotelan 

Kota Bandar 

Lampung 

Staf Teknis PBJT Jasa Perhotelan dipilih 

sebagai informan karena mereka adalah 

pelaku lapangan yang berinteraksi 

langsung dengan wajib pajak dalam proses 

pemungutan. Mereka memiliki 

pengalaman praktis yang berharga 

mengenai dinamika di lapangan, termasuk 

tingkat kepatuhan wajib pajak dan 

tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai 

individu yang terlibat dalam verifikasi 

data dan penagihan, Staf Teknis dapat 

memberikan informasi konkret tentang 

bagaimana strategi Bapenda dirasakan 

oleh wajib pajak, serta memberikan data 

empiris yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas strategi tersebut. 

Perspektif mereka sangat penting untuk 

memahami realitas operasional dari 

kebijakan yang diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 
 

No Nama Jabatan Alasan Memilih Informan 

    

5. Lius Saputra  Operational 

Manajer Hotel 

Grand Anugrah  

Operational Manager Hotel Grand 

Anugrah Kota Bandar Lampung dipilih 

sebagai informan penelitian karena 

memiliki peran strategis dalam mengelola 

operasional hotel yang berkaitan langsung 

dengan objek Pajak Barang dan Jasa 

Tertentu (PBJT) perhotelan, mulai dari 

pencatatan pendapatan jasa penginapan 

hingga pelaporan pajak kepada Bapenda 

Kota Bandar Lampung. Selain itu, Hotel 

Grand Anugrah merupakan hotel yang 

beroperasi secara aktif dan berkelanjutan 

di Kota Bandar Lampung, memiliki 

tingkat hunian yang relatif stabil, serta 

terdaftar sebagai wajib pajak hotel, 

sehingga dinilai representatif untuk 

menggambarkan praktik pemungutan 

pajak perhotelan di daerah tersebut. 

Dengan karakteristik tersebut, 

Operational Manager Hotel Grand 

Anugrah memiliki pemahaman empiris 

terhadap implementasi kebijakan 

pemungutan pajak daerah, sehingga 

informasi yang diberikan relevan dan 

dapat mewakili perspektif wajib pajak 

hotel dalam penelitian ini. 

 

6. Roni Putra Kepala keuangan 

Akar Hotel 

Kepala Keuangan Hotel Akar Kota 

Bandar Lampung dipilih sebagai informan 

penelitian karena memiliki kewenangan 

dan tanggung jawab langsung dalam 

pengelolaan keuangan hotel yang 

berkaitan dengan penghitungan, 

pencatatan, dan pelaporan Pajak Barang 

dan Jasa Tertentu (PBJT) perhotelan 

kepada Bapenda Kota Bandar Lampung. 

Hotel Akar merupakan hotel yang aktif 

beroperasi dan terdaftar sebagai wajib 

pajak hotel, sehingga dinilai representatif 

dalam menggambarkan praktik 

pemungutan pajak perhotelan di Kota 

Bandar Lampung. Sebagai pihak yang 

memahami alur administrasi pajak dan 

kepatuhan fiskal hotel, Kepala Keuangan 

mampu memberikan informasi yang 

faktual mengenai implementasi kebijakan 

pemungutan pajak daerah, termasuk 

kendala teknis dan tingkat kepatuhan 

wajib pajak, yang relevan dengan fokus 

penelitian ini. 
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No Nama Jabatan Alasan Memilih Informan 

7. Muhammad 

Abdul Azis 

Admin Pajak Hotel 

Emersia 

Admin Pajak Hotel Emersia Kota Bandar 

Lampung dipilih sebagai informan 

penelitian karena memiliki peran langsung 

dalam penghitungan, pencatatan, dan 

pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu 

(PBJT) perhotelan kepada BAPENDA 

Kota Bandar Lampung. Hotel Emersia 

merupakan hotel yang aktif beroperasi, 

terdaftar sebagai wajib pajak hotel, serta 

memiliki skala usaha dan tingkat aktivitas 

yang cukup tinggi, sehingga dinilai 

representatif dalam menggambarkan 

praktik pemungutan pajak perhotelan di 

Kota Bandar Lampung. Dengan 

keterlibatan langsung dalam administrasi 

pajak hotel, Admin Pajak memahami 

secara teknis implementasi kebijakan 

pemungutan pajak daerah, termasuk 

kepatuhan, prosedur pelaporan, dan 

kendala yang dihadapi wajib pajak, 

sehingga informasi yang diberikan relevan 

dengan fokus penelitian ini. 

 

8. Mizna 

Marinda 

HR Officer Hotel 

Asoka Luxcury 

HR Officer Hotel Asoka Luxury Kota 

Bandar Lampung dipilih sebagai informan 

penelitian karena memiliki keterlibatan 

dalam pengelolaan sumber daya manusia 

yang mendukung operasional hotel, 

termasuk koordinasi administrasi internal 

yang berkaitan dengan kepatuhan dan 

pelaksanaan kewajiban Pajak Barang dan 

Jasa Tertentu (PBJT) perhotelan. Hotel 

Asoka Luxury merupakan hotel yang aktif 

beroperasi dan terdaftar sebagai wajib 

pajak hotel di Kota Bandar Lampung, 

sehingga dinilai representatif dalam 

menggambarkan praktik pemungutan 

pajak perhotelan di daerah tersebut. 

Sebagai bagian dari manajemen internal 

hotel, HR Officer memahami kebijakan 

dan prosedur organisasi yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan kewajiban 

perpajakan, sehingga mampu memberikan 

informasi pendukung yang relevan untuk 

melengkapi analisis strategi pemungutan 

pajak perhotelan sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah. 
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No Nama Jabatan Alasan Memilih Informan 

    

9. Ridho Finance & 

Business Support 

Manager Hotel 

Holiday In 

Finance & Business Support Manager 

Hotel Holiday Inn Kota Bandar Lampung 

dipilih sebagai informan penelitian karena 

memiliki tanggung jawab utama dalam 

pengelolaan keuangan dan dukungan 

bisnis hotel yang berkaitan langsung 

dengan penghitungan, pencatatan, serta 

pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu 

(PBJT) perhotelan kepada BAPENDA 

Kota Bandar Lampung. Hotel Holiday Inn 

merupakan hotel yang aktif beroperasi, 

terdaftar sebagai wajib pajak hotel, serta 

memiliki skala usaha dan tingkat aktivitas 

yang tinggi, sehingga dinilai representatif 

dalam menggambarkan praktik 

pemungutan pajak perhotelan di Kota 

Bandar Lampung. Dengan perannya 

tersebut, Finance & Business Support 

Manager memahami secara komprehensif 

pelaksanaan kewajiban perpajakan hotel, 

tingkat kepatuhan, serta relevan dengan 

fokus penelitian ini. 

10. AriVianko 

Sholehu 

Kasubag Tu UPT 

(Unit Pelaksana 

Teknis Teluk 

Betung Utara 

Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag 

TU) UPT Teluk Betung Utara dipilih 

sebagai informan penelitian karena 

memiliki peran administratif dan 

koordinatif dalam mendukung 

pelaksanaan pemungutan serta 

pengelolaan Pajak Barang dan Jasa 

Tertentu (PBJT) perhotelan di wilayah 

kerja UPT tersebut. Sebagai unit 

pelaksana teknis yang berada di bawah 

Bapenda Kota Bandar Lampung, UPT 

Teluk Betung Utara berperan dalam 

pendataan wajib pajak, pelayanan 

administrasi, serta pengawasan kepatuhan 

pajak hotel. Dengan posisi tersebut, 

Kasubag TU memahami secara langsung 

implementasi kebijakan pemungutan 

pajak daerah di tingkat teknis, termasuk 

prosedur, kendala, dan efektivitas 

pelaksanaannya, sehingga informasi yang 

diberikan relevan untuk menganalisis 

strategi pemungutan pajak perhotelan 

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. 
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No Nama Jabatan Alasan Memilih Informan 

11. Kamadie 

Sumanda 

Syafis 

 

Akademisi Dosen akademisi dari Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Lampung yang 

memiliki keahlian di bidang perpajakan 

dipilih sebagai informan karena mampu 

memberikan perspektif akademis dan 

analitis terkait strategi pemungutan PBJT 

jasa perhotelan. Keberadaan informan ini 

penting untuk memperkaya data, sebab 

selain memperoleh gambaran praktis dari 

Bapenda dan UPT, peneliti juga 

membutuhkan pandangan teoritis yang 

objektif mengenai efektivitas kebijakan 

pajak daerah, tantangan implementasi di 

lapangan, serta relevansinya terhadap    

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

Dengan demikian, informan akademisi 

dapat menjadi pembanding sekaligus 

penguat analisis agar penelitian lebih 

komprehensif dan tidak hanya berfokus 

pada aspek teknis pelaksanaan. 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data 

yang lengkap dan relevan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan yang mendalam dan interaktif 

untuk memahami fenomena yang diteliti dari perspektif subjek penelitian. 

Peneliti biasanya memulai dengan melakukan wawancara, baik terstruktur 

maupun tidak terstruktur, untuk menggali informasi dan pengalaman pribadi 

informan secara langsung. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati 

perilaku dan interaksi dalam konteks alami, sehingga peneliti dapat menangkap 

nuansa yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara. Dokumentasi juga 

menjadi bagian penting, di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai 

sumber tertulis yang relevan, seperti laporan, arsip, dan catatan. 

 

Adapun Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada 

hampir semua penelitian kualitatif.  Berdasarkan Rachmawati (2007) 

wawancara didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk 

menggali informasi yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan 

makna yang diberikan oleh informan terhadap fenomena yang diteliti. 

Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti terstruktur, 

semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi topik secara lebih fleksibel dan mendalam. Melalui 

wawancara, penelitian dapat memperoleh data kualitatif yang kaya, yang 

sangat penting untuk memahami konteks sosial dan budaya dari subjek 

penelitian. 

 

Dalam hal ini metode wawancara secara mendalam (in-depth interview) 

akan digunakan peneliti untuk menggali bagaimana strategi Bapenda Kota 

Bandar Lampung dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan sebagai sumber 

PAD. Dalam penelitian ini menggunakan bentuk pertanyaan semi 

terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka. Dimana pihak sebagai informan yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide- idenya. 

 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik di mana peneliti mengamati secara langsung 

perilaku, interaksi, dan situasi yang terjadi di lapangan. Teknik ini dapat 

dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam kegiatan yang 

diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa 

terlibat. Observasi menurut Cartwright dalam Herdiansyah (2019) adalah 

suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta “merekam” 

perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Pada penelitian ini, 

pengamatan dilakukan melalui Kantor Bapenda dengan mengamati proses 
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pelayanan pajak atau interaksi terhadap wajib pajak dalam proses 

pemunugutan PBJT jasa perhotelan. 

 

3. Dokumentasi 

Berdasarkan Sugiyono (2019), dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis 

yang relevan, seperti arsip, laporan, catatan, dan dokumen resmi lainnya. 

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat mendukung 

analisis dan memberikan konteks tambahan mengenai fenomena yang 

diteliti. Dokumentasi sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena 

dapat memberikan bukti empiris yang memperkuat temuan yang diperoleh 

dari wawancara dan observasi. Adapun dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data tren peningkatan jumlah hotel di Kota Bandar 

Lampung, Laporan target dan realisasi penerimaan PBJT jasa perhotelan 

terhadap PAD pada tahun 2020- 2024, Peraturan Daerah, Peraturan 

Walikota, SOP Bapenda dan berita acara kegiatan Bapenda. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif, menurut Bogdan dalam Hardani, dkk (2020) 

mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

 

Berdasarkan Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai titik 

jenuh. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu kegiatan memilih, 

memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang 

diperoleh di lapangan sehingga relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya 

dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian naratif, tabel, grafik, atau bagan 

yang memudahkan peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan 

informasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana 

kesimpulan sementara yang diperoleh dari analisis awal terus diverifikasi 
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dengan bukti-bukti lapangan untuk memastikan validitasnya. Ketiga tahap ini 

berlangsung secara siklus dan saling berkaitan, sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang diteliti. Ketiga alur tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses awal dalam analisis data kualitatif yang 

bertujuan untuk menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan 

mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur. Pada 

tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian dan 

membuang data yang dianggap tidak penting. Proses reduksi dilakukan 

sejak data mulai dikumpulkan, dan terus berlanjut sepanjang penelitian. 

Reduksi yang baik membantu peneliti untuk lebih memahami pola-pola 

yang muncul dari data, sehingga memudahkan dalam tahap penyajian dan 

penarikan kesimpulan. 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap di mana data yang telah direduksi 

diorganisasikan dan disusun ke dalam bentuk yang mudah dipahami. 

Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, 

grafik, atau bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori atau tema 

yang ditemukan. Tujuan penyajian data adalah untuk memberikan 

gambaran yang jelas dan teratur, sehingga peneliti dapat melihat pola, 

kecenderungan, dan hubungan antar variabel yang menjadi dasar untuk 

menarik kesimpulan. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data 

yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, atau temuan penting 

yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh 

pada awal analisis bersifat sementara, sehingga perlu dilakukan verifikasi 

secara terus- menerus melalui pengecekan ulang data, triangulasi sumber, 

atau konfirmasi kepada responden. Proses verifikasi ini memastikan bahwa 
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kesimpulan yang dihasilkan benar-benar valid, reliabel, dan mencerminkan 

kondisi yang sesungguhnya di lapangan. 

 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan atau validitas data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi 

merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber yang sudah ada. 

Melalui triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga 

sekaligus menguji kredibilitasnya dengan membandingkan hasil dari berbagai 

teknik pengumpulan dan sumber data. Dalam konteks pengujian kredibilitas, 

triangulasi diartikan sebagai proses memeriksa data dari beragam sumber, 

menggunakan berbagai metode, dan dilakukan pada waktu yang berbeda, 

sehingga data yang diperoleh lebih konsisten, lengkap, dan dapat dipastikan 

kebenarannya. 



 
 

 
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar 

Lampung dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa 

perhotelan telah dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan 

komprehensif, yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi 

strategi secara terpadu. 

 

Pada tahap formulasi, Bapenda telah menyusun kebijakan pemungutan pajak 

dengan mengacu pada regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi 

internal dan eksternal organisasi. Perencanaan ini menjadi landasan dalam 

menentukan arah strategi yang adaptif terhadap dinamika sektor perhotelan 

serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahap ini Bapenda sudah melakukan 

penyusunan visi misi dan tujuan sebagai tahap awal dalam penentuan rencana 

kedepannya. Hal tersebut didukung juga dengan adanya analisis lingkungan 

untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi internal dan ekternal 

organisasi. 

 

 Analisis lingkungan internal memiliki sub indikator yaitu sumber daya 

manusia, system dan prosedur pajak, serta struktur organisasi dan koordinasi 

internal. Analisis lingkungan eksternal juga sudah dilakukan oleh Bapenda 

dengan memperhatikan tiga sub indikator utama yaitu kondisi ekonomi, 

kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Pada tahap formulasi ini, 

Bapenda sudah menerapkan sub-sub indikator pada tahap formulasi strategi 

yang merupakan tahap awal untuk merumuskan rencana atau tujuan untuk 

startegi pemungutan pajak hotel. 
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Pada tahap implementasi, strategi Bapenda Kota Bandar Lampung pada 

dasarnya bertumpu pada 2 indikator utama yaitu pengorganisasian sumber daya 

dan juga pemanfaatan teknologi. Pengorganisasian sumber daya yang 

dimaksud adalah pengaturan peran, tugas dan tanggungjawab dalam 

melaksanakan pemungutan, pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak 

hotel. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi bentuk konkret yang 

sudah diterapkan oleh Bapenda Kota Bandar Lampung dalam melakukan 

pemungutan pajak hotel yaitu dengan penggunaan tapping box.  

 

Alat ini merupakan alat transaski online yang secara real time bisa dipantau 

oleh pihak Bapenda. Penerapan alat ini sudah berjalan sejak pertengahan tahun 

2019 oleh Bapenda terhadap wajib pajak hotel. Namun dalam penerapannya 

Bapenda masih perlu melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak hotel untuk 

penggunaan tapping box. Alat ini memang membantu dan mempermudah 

dalam pemungutan pajak hotel tetapi tidak semua hotel menggunakan alat 

tersebut dan masih ada beberapa hotel yang membutuhkan pendampingan 

pihak Bapenda dalam penggunaan alat tersebut.   

 

Intensifikasi pajak yang dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan dari 

wajib pajak hotel yang telah terdaftar melalui peningkatan pengawasan, 

pembinaan, sosialisasi, serta perbaikan administrasi perpajakan, sehingga 

potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir. Digitalisasi sistem pajak yang 

diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi seperti e-SPTPD dan tapping box 

untuk memantau transaksi secara real-time, yang bertujuan meningkatkan 

transparansi serta mengurangi potensi manipulasi data. Penguatan pengawasan 

dan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan melalui monitoring laporan, 

pemeriksaan lapangan, serta penegakan sanksi, guna memastikan wajib pajak 

melaksanakan kewajibannya secara jujur dan sesuai ketentuan. Maaka secara 

keseluruhan Bapenda sudah melakukan implemntasi strategi yang sesuai 

sebagai upaya penerjemahan keputusan strategis kedalam tindalan nyata 

organisasi. 
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Pada tahap evaluasi, Bapenda sudah melakukan pengukuran kinerja dengan 

membandingkan target dan realisasi penerimaan PBJT jasa perhotelan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan relatif efektif dalam 

meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selain itu, Bapenda juga sudah 

melakukan identifikasi kendala  untuk mengetahui apa yang menjadi masalah 

baik internal ataupun eksternal. Secara internal, yang menjadi masalahnya 

adalah masih kurangnya sosialisasi mengenai tapping box oleh Bapenda 

terhadap masing masing wajib pajak. Secara eksternal bapenda mengalami 

kendala karena adanya pandemi covi 19 yang mengakibatkan minimnya 

interaksi langsung antara pihak Bapenda dengan wajib pajak hotel sehingga 

mengakibatkan minimnya sosialisasi tentang penggunaan teknologi yaitu 

tapping box . 

 

Penyesuaian strategi juga merupakan sub indikator dari evaluasi startegi yang 

dilakukan oleh Bapenda untuk melakukan upaya penyesuaian untuk 

memastikan strategi pemungutan yang relevan dan efektif dalam mencapai 

tujuan peningkatan PAD. Bapenda sudah melakukan penyesuaian strategi 

terhadap masalah yang teridentifikasi dalam pemungutan pajak hotel antara 

lain, pemasangan tapping box untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam 

pembayaran pajak, pengawasan terhadap wajib pajak secara berkelanjutan dan 

penegakan sanksi secara persuasive, tertulis maupun tidak tertulis. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi Bapenda Kota Bandar 

Lampung dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan berfokus pada optimalisasi 

penerimaan melalui intensifikasi dan pemnfaatan teknologi Tapping Box yang 

didukung oleh digitalisasi sistem serta penguatan pengawasan. Intensifikasi 

fokus pada meningkatkan penerimaan dari wajib pajak hotel yang sudah 

terdaftar melalui peningkatan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi, dan 

perbaikan administrasi. Digitalisasi sistem pajak dengan pemanfaatan 

teknologi seperti e-SPTPD dan Tapping Box. Penguatan pengawasan dan 
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kepatuhan melalui monitoring laporan pajak, pemeriksaan langsung ke 

lapangan dan penegakan sanksi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian mengenai strategi Bapenda Kota Bandar 

Lampung  dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa 

perhotelan maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bapenda perlu meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak hotel secara 

berkelanjutan. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, sehingga tingkat 

kepatuhan dapat semakin optimal.  

 

2. Bapenda perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan 

memperluas penerapan sistem digital, seperti e-SPTPD dan tapping box, ke 

seluruh wajib pajak hotel tanpa terkecuali. Selain itu, perlu dilakukan 

peningkatan kapasitas teknis bagi wajib pajak maupun pegawai agar 

penggunaan teknologi tersebut dapat berjalan secara efektif dan merata. 

 

3. Pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak perlu diperkuat melalui 

peningkatan frekuensi monitoring dan pemeriksaan lapangan, serta 

penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran. Hal ini 

bertujuan untuk menciptakan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan 

sukarela wajib pajak. 

 

4. Bapenda diharapkan dapat melakukan evaluasi strategi secara berkala dan 

adaptif terhadap perkembangan kondisi eksternal, seperti perubahan 

ekonomi, teknologi, dan dinamika sektor perhotelan. Evaluasi ini penting 

agar strategi yang diterapkan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan 

yang terus berkembang. 
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